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KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan
Negeri Sidikalang tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu
perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi dan tupoksi yang
diembannya kepada publik, yang berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini memuat pelaporan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang atas pencapaian
output/sub output penting kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Sidikalang sebagai Badan Peradilan Tingkat Pertama yang berada di bawah Mahkamah
Agung RI. Pencapaian kinerja dimaksud akan menentukan hasil pencapaian outcome
program/output penting kegiatan yang dilaksanakan Unit Organisasi Eselon I Mahkamah
Agung RI dan seterusnya akan menentukan kinerja atas pencapaian sasaran strategis/oufcome
program yang dilaksanakan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya,
sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI tahun 2020 —
2024, diharapkan apa yang telah dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang dalam kurun waktu
tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pegawai dan
karyawan/karyawati Pengadilan Negeri Sidikalangyang telah melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Pengadilan Negeri Sidikalang sebagai salah satu_ _le_mb__aga pelayanan publik.

" o

/‘/ Sndlkalang, 5 Januari 2024

{Ketua Pengadllan egeri Sidikalang,

~\

MONITA HONm Y Br. SITORUS, S.H.,M.H.
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[khtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKjIP) Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2023 ini
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis
Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 — 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang
telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023,

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2023 ini pada hakekatnya
merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan
responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Hal ini mengingat
pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara
dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan
kepercayaan publik danperwujudan kepemerintahan yang baik (good governance),
sebagaimana termuat dalam TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No.
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Dalam rangka melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui
penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka dirumuskan tujuan
yang diharapkan dapat dicapai adalah “Mewujudkan Pelayanan Hukum yang Prima bagi
pencari keadilan™.

Selanjutnya dari tujuan tersebut maka sasaran pertama adalah Terwujudnya Proses
Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; Kedua adalah Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara; Ketiga adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan; Keempat adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 11
indikator kinerja dan 15 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran
strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat 1 sasaran
strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu Sasaran Strategis 4 (117,184%) dan
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sedangkan 3 Sasaran Strategis lainnya belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, yaitu
Sasaran Strategis 1, 2 dan 3.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang adalah
sebesar 75,77%. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis
tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Table 1 Pencapaian Kinerja Keseluruhan

PENCAPAIAN KINERJA KESELURUHAN

Capaian
No. Sasaran Strategis
(%)
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel; 68,58%
2.  Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara; 67,34%
3.  Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan  50%

4.  Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan 117,18%
Rata-rata capaian kinerja keseluruhan 75,77%
Gambar 1 Pencapaian Kinerja

4 )
ul
u2
3
=4
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Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis I pada Tahun 2023 adalah sebesar
68.58%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :

Table 2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
SASARAN STRATEGIS |

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti. Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

a. Persentase perkara :
- Perdata 83%  100% 83%
‘ - Pidana 88% 100% 88%
yang diselesaikan tepat waktu
b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan 5% 0% 0%
keadilan Restoratif

1 ¢. Persentase pérké?a }z;né Tidak M@jukéhﬁpé}a )

Hukum :
« Banding 84% 85,55% 101,84%
o Kasasi 88% 88.80%  100,90%
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan 45% 0% 0%
| dengan Diversi
e. Index responden pencari keadilan yang puasterhadap ~ 94%  100%  106,38%

layanan peradilan
~ Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis | 68,58%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis II pada Tahun 2023 adalah sebesar
67,34%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :
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Table 3 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
SASARAN STRATEGIS 11

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi  Capaian

( ‘?'0 )

o a Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak

| Tepat Waktu
- Perdata 98% 100% 102,04%
- Pidana 100%  100% 100%
" b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi 5% 0% 0%

- =E=ECRE— - N— _—
| Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II

 67.34%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis III pada Tahun 2023 adalah sebesar
50%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut:

Table 4 Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

SASARAN STRATEGIS 111

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja l'arget Realisasi Capaian
(%)
' a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 0% 0 0
" b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentuyang ~ 100%  100%  100%

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Rata-rata cap‘aian kinerja pada Sasaran Stra?egis 111  50%

Tingkat pencapaian kinerja pada Sasaran Strategis IV pada Tahun 2023 adalah sebesar
117,18%. Rincian capaian kinerja sasaran strategis tersebut dirinci dalam tabel berikut :
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Table 5 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
SASARAN STRATEGIS IV

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

( % )
a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti  65% 75% 117,18%
| (dieksekusi)
o ~ Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis IV

117,18%

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Sidikalang tahun 2023 berasal dari DIPA tahun anggaran 2023.

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan tertinggi terdapat pada Kegiatan
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yaitu sebesar Rp. 122.842.500.- dari total
Rp.123.000.000,- atau sebesar 99.87%, sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat
pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi yaitu sebesar Rp. 4.162.637.625,- dari total Rp. 4.179.321.000,- atau sebesar
99.60%. Melalui LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan
perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra
Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020 - 2024.
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BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan salah satu unit organisasi peradilan
dibawah Pengadilan Tinggi Medan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman khususnya pelayanan dan penegakan hukum dan peradilan di wilayah
hukum Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran
peradilan di bawahnya untuk mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas
dari KKN tidak terlepas dari dukungan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,
ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan publik. Keberhasilan
upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepemerintahan yang baik (good

governance).

Gambar 2 Gambaran Umum
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2. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

pada saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) teknis dan non teknis terutama pada
bidang non teknis (kesekretariatan).

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana, dalam hal ini yang kami maksudkan adalah
Fasilitas Penunjang Pencari Keadilan seperti fasilitas Perkantoran, fasilitas ruangan
dan perangkatnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk
manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun
anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan
pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah
pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki
merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu
langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan
Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga
merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan
kepada masyarakat dan rakyat sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban
tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja
secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang dalam satu tahun
angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sidikalang pada
tahun 2023 berupaya untuk memberikan kontribusi melalui berbagai pelaksanaan
kegiatan dalam lingkup program-program:
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1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Kemudian dilakukan pula upaya untuk meningkatkan kapasitas internal
Pengadilan Negeri Sidikalang melalui kegiatan-kegiatan dalam lingkup Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Laporan akuntabilitas kinerja ini menguraikan sejauh mana pencapaian tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Sidikalang 2020-2024 melalui program dan kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2023. Namun demikian, sebagai akumulasi dari pelaksanaan
program dan kegiatan-kegiatan yang dimulai sejak tahun 2023 dengan mengacu pada
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang 2020 — 2024, juga diuraikan hasil-hasil
yang telah diperoleh Pengadilan Negeri Sidikalang dalam jangka waktu tersebut, sebagai
bagian dari kontribusi Pengadilan Negeri Sidikalang pada penyelenggaraan pemerintahan.

B. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Pengadilan Negeri Sidikalang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum
Kabupaten Dairi berasaskan Pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tugas pokok
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-
undangan.Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengadilan Negeri Sidikalang terlepas dari
pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang kekuasaan Kehakiman.

2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang menyelenggarakan
fungsi utama yaitu:
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1) Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara;
b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding,
Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK);
. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
2) Fungsi nasehat
a. Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam
bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta
(undang-Undang No. 5 tahun 2004).
b. Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada di Rutan/Lembaga
Pemasyarakatan di wilayah hukumnya.
3) Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri wajib mempertanggungjawabkan secara organisatoris,
administratif dan finansial kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
4) Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara
berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan

Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

C. Struktur Organisasi
Bentuk organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Pengadilan Negeri terdiri dari:

KETUA DAN WAKIL KETUA :
e Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;

e Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di
Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil

Ketua Pengadilan;
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Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan

penjelasan tentang hal - hal yang berhubungan dengan pengadilan;

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada

Panitera Pengadilan.
KEPANITERAAN

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas Il mempunyai tugas melaksanakan pemberian

dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat

yang berkaitan dengan perkara.

1.

PANITERA
Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat -

surat yang berkaitan dengan perkara.

. PANMUD PERDATA (PANITERA MUDA PERDATA)

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di
bidang perdata.

. PANMUD PIDANA (PANITERA MUDA PIDANA) :

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di

bidang pidana.

. PANMUD HUKUM (PANITERA MUDA HUKUM) :

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan

dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

. JURUSITA DAN JURUSITA-PENGGANTI:

Adalah Pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan perintah Ketua Pengadilan
untuk menyampaikan surat-surat panggilan, pemberitahuan, pengumuman-
pengumuman dan mewakili Panitera untuk melaksanakan Eksekusi sesuai dengan

ketentuan Undang-Undang.

KESEKRETARIATAN

1:

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
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. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

. SEKRETARIS

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya

manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

. KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN

PELAPORAN:

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran,
pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

. KEPALA  SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN

TATALAKSANA:
Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan

organisasi dan tata laksana.

. KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN:

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,

keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

D. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LKjIP ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja

Pengadilan Negeri Sidikalang. Bentuk sajian (outline) LKjIP sebagaimana diatur dalam

Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi nomor 53 tahun 2014, adalah sebagai berikut:

Bab I

PENDAHULUAN
Dalam bab ini disajikan mengenai gambaran umum Organisasi Pengadilan
Negeri Sidikalang dengan menekan kepada aspek strategis organisasi dan

permasalahan utama (straregic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
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Bab Il PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan
perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
Bab Il AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri
Sidikalang, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
Bab IV PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari seluruh sajian LKjIP serta harapan
adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang dimasa
mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2023;

2. Reviu IKU Tahun 2023;
3. Matriks Reviu RENSTRA Tahun 2020-2024;
4. Rencana Kinerja Tahun 2023;

5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
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BAB Il PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sidikalang, merupakan gambaran dari kinerja
lembaga badan peradilan yang lingkup dalam kurun waktu tahun 2020-2024 merupakan
suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses
untuk tercapainya Visi dan Misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi,

yang dapat dijabarkan menjadi:

1. Visi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2020-2024 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana
dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana
pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional
Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta

tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi Pengadilan Negeri Sidikalang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah
sebagai berikut:

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG YANG AGUNG.”
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2. Misi

Sesuai dengan visi tersebut, maka misi Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai
berikut:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Di Pengadilan Negeri Sidikalang ketentuan
yang berlaku;
4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Di Pengadilan Negeri Sidikalang.

L

. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

Misi Pengadilan Negeri Sidikalang.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sidikalang adalah sebagai

berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang memenuhi butir 1dan 2 di
atas.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Sidikalang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3. Meningkatnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
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4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.
Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri

Sidikalang dalam Tahun 2020-2024.

Gambar 3 Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan pencanangan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM)

N ———

PENGADILAN NEGER SIDIKALANG

ANDA MEMASUKI
ZONA INTEGRITAS
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DAN GRATIFIKASI _
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan sasaran dan indikator kinerja utama

digambarkan pada tabel berikut:

Table 6 Indikator Kinegja Utama

Proses perkara yang S 7 100%
Peradilan Dinelesniban oioamiatis ot wen

yang Pasti, tepat waktu Catatan :

T‘mnsparan, e SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014
i dan o tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat
yavihs ] Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat)
Akuntabel Lingkungan Peradilan.

e Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4 /2022
tanggal 28 April 2022 Perihal Pengendalian
Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

e Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

e Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun
berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada
Pengadilan Tk. Pertama paling lambat S (lima) bulan.

e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

Jumlah Putusan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan
yang restoratif 100%
menggunakan Perkara yang diajukan untuk restoratif
pendekatan
keadilan Catatan :
restoratif. ¢ SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tentang  Pedoman
Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan
Umum.

e Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif
adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan
pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui
penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.

e Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah
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perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian

pendekatan RJ
Persentase
Perkarayang Jumlah Perkara yang tidak mengajukan npaya hukum banding
tidak Jumlah Perkara yang Diselesaikan i
mengajukan Catatan :
Upaya Hukum Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Banding banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang
tidak mengajukan upaya hukum banding.
Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
Persentase Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
perkara pidana R PR i medat N
yee t.1dak Catatan :
mengajukan Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Upaya Hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak
Kasasi diajukan upaya hukum kasasi.
Persentase Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil
Perkara anak Jumlah Perkara Diversi i
yang Catatan :
diselesaikan

dengan Diversi

Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah
pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara
diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan
diversi berhasil

Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana
anak yang diajukan diversi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak.

Indeks : ;

Persepsi Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Pencari Catatan:
Keadilan yang PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
puas terhadap Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit

layanan Penyelenggara Pelayanan Publik
peradilan Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal

IKM Indeks Baru > 80
Persentase Jumlah salinan Putusan yang di Minutasi dan di kirim

salinan tepat waktu 100%
Jatusanyaug Jumlah Putusan
disampaikan
ke para pihak
tepat waktu
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Catatan :
Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para
pihak
SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan Putusan
Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah
diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor
486/Dju/HM.02.3/4/2022 tanggal 28 April 2022
Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan
Pemberkasan Perkara
Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim
tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan
putusan kepada para pihak dengan ketentuan
penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana
pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak
sedangkan untuk perkara perdata pengadilan
menyediakan dengan jangka waktu yang sudah
ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus
dan diminutasi pada tahun berjalan.

Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
perkara yang berhasil 100%
diselesaikan Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi
melalui Catatan:
mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah
jumlah perkara yang di Mediasi dan dinyatakan mediasi
berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian
(putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat
dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh
Mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap
sebagai mediasi berhasil
Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara
| perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan
Meningkatnya Persentase Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan
Akses perkara Prodeo Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo o
Peradilan bagi yang Catatan :
Masyarakat | diselesaikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Miskin dan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak
Terpinggirkan mampu di Pengadilan.

Defenisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan adalah
Pembebasan Biaya Perkara

Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah Proses
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Penyelesaian Prodeo

Presentase Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
Perkara yang Jumlah Perkara yang disjukan diselesaikan Dilaar Gedung Pengadilan oo
diselesaikan Catatan :
diluar Gedung PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengadilan Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak
mampu di Pengadilan.
Di luar gedung Pengadilan adalah Perkara yang
diselesaikan di luar gedung Pengadilan (zetting plaatz,
sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).
Presentase Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang
Pencari mendapat Layanan Bantuan Hukum 100%
Keadilan Jumlah Permohonan Layanan Hukum
golongan Catatan :
tertentu yang PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
mendapat Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak
layanan mampu di Pengadilan.
bantian Balk Golongan tertfzntu adalah setiap orang ata1.1 kelompok
(Posbal ) orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau
tidak memiliki akses pada informasi konslutasi hukum
yang memerlukan layanan hukum.
Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan
yang terdaftar pada register posbakum.
Meningkatnya Persentase Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan
1l e 100%
Kepatuhan Putusan Jumlah permohonan eksekusi
nerhggap Perkara Catatais:
| Perdatayang Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan
Pengadilan | ditindaklanjuti adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan Non
(dieksekusi) Executable harus dianggap sebagai pelaksanaan

eksekusi.

Jumlah permohonan Eksekusi adalah Jumlah
Permohonan Eksekusi yang diajukan Pihak di Tahun
Berjalan.

BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.

Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara Permohonan
Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Perkara yang Sudah
Inkrah dan tidak diajukan Permohonan Eksekusi.
Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) adalah Permohonan Eksekusi yang
ditindaklanjuti dengan Aanmaning, Sita Eksekusi,
Lelang dan Pengosongan.
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4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa

satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Medan, perlu ditetapkan
berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok
Pengadilan Tinggi Medan mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Kegiatan Pokok : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan Pokok: Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:
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B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan PerMenPan No. 53 Tahun 2014
dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji sebagai bentuk
indikasi sejauh mana sasaran akan dicapai pada tahun 2023 dan Rencana Kinerja Utama
tersebut ditinjau ulang sejak beredarnya Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) untuk Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Table 7Rencana Kinetya Tahun 2023

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target

1. Terwujudnya Proses Peradilan  a. Persentase perkara :

yang Pasti, Transparan dan - Perdata 83%
Akuntabel - Pidana 88%
yang diselesaikan tepat waktu

5. Jumlah Putusan yang
menggunakan pendekatan keadilan 5%
restoratif.

c. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum :
e Banding 84%

e Kasasi 88%
‘d. Persentase Perkara Pidana Anak '
yang Diselesaikan dengan Diversi 45%

e. Index reépoﬁden pencari_ keadilan
yang puasterhadap layanan 94%

peradilan
2. Peningkatnya Efektivitas ~ a. Persentase Isi Putusan Yang

Pengelolaan Penyelesaian Diterima Oleh para pihak Tepat
Perkara Waktu
~  Perdata 98% |

—  Pidana 100% !

—i). bersentase Perkarz{yaﬁé -

Diselesaikan melalui Mediasi 5%
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8 Meningkatnya Akses Peradilan
bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

4. "Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan

Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Persentase Putusan Perkara
Perdata yang Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN:

2

C. Penetapan Kinerja Tahun 2023

0%

100%

65%

Rp.4.179.321.000.-
(Empat Milyar Seratus
Tujuh Puluh Sembilan

Juta Tiga Ratus Dua

Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2023 ini, merupakan tolak

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penyusunan Penetapan Kinerja
awal tahun 2023, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI
dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2023. Penetapan Kinerja tahun 2023 juga direviu
untuk melaksanakan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 Penetapan Indikator Kineja Utama (IKU) Pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah

Agung Republik Indonesia.
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Table 8 Penetapan Kinetja Tahun 2023

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama larget

Terwujudnya Proses a. Persentase perkara :
Peradilan yang Pasti, - Perdata 83 %
Transparan dan Akuntabel - Pidana 88%
yang diselesaikantepat waktu
b. Jumlah Putusan yang
menggunakan 5%
pendekatan keadilan
restoratif.
c. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum :

* Banding 84%

o Kasasi 88%
d. Persentase Perkara Pidana

Anak yang Diselesaikan 45 %

dengan Diversi

e. Index responden pencari
keadilan yang puasterhadap 94%

layanan peradilan
Peningkatnya Efektivitas a. Persentase Isi Putusan Yang
Pengelolaan Penyelesaian Diterima Oleh para pihak
Perkara Tepat Waktu
— Perdata 98%
— Pidana 100%

b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui Mediasi 5%

Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo yang
Peradilan bagi Masyarakat diselesaikan 0%
Miskin dan Terpinggirkan  b. Persentase Pencari Keadilan
Golongan Tertentu yang 100%
Mendapat Layanan Bantuan

Hukum (Posbakum)
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4. Meningkatnya Kepatuhan  a. Persentase Putusan Perkara 65%
Terhadap Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti
Pengadilan (dieksekusi)

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN: Rp. 4.179.321.000.-
(Empat Milyar Seratus
Tujuh Puluh Sembilan
Juta Tiga Ratus Dua
Puluh Satu Ribu Rupiah)
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi

yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan

yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi
dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang tahun 2023 dilakukan
dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indicator kinerja dengan Target

yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau

tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat
capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam table Hasil

Pengukuran Kinerja berikut ini.
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Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara
umum Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah
dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target
indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indicator kinerja sasaran

strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya.

Table 9 Pengukuran Kinegja Tahun 2023

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian %
| Terwujudnya Proses a. Persentase perkara :
Peradilan yang Pasti, - Perdata 83 % 100% 83%
Transparan dan - Pidana 88% 100% 88%
Akuntabel yang diselesaikantepat
waktu

b. Jumlah Putusan yang
menggunakan 5% 0% 0%
pendekatan keadilan
restoratif.

c. Persentase perkara yang
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum :

¢ Banding 84% 85,55% 101,84%
e Kasasi 88% 88,80% 100,90%

d. Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan 45% | 0% 0%
dengan Diversi

e. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap | 94% 100% 106,38%
layanan peradilan

| Peningkatnya a. Persentase Isi Putusan Yang
Efektivitas Pengelolaan Diterima Oleh para pihak
Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
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- Perdata 98% 100% 102,04%
- Pidana 100% | 100% 100%
b. Persentase Perkara yang
Diselesaikan melalui 5% 0% 0%
Mediasi |
Meningkatnya Akses a. Persentase Perkara Prodeo
Peradilan bagi yang diselesaikan L o Lo
Masyarakat Miskin b. Persentase Pencari Keadilan
dan Terpinggirkan Golongan Tertentu yang 100% | 100% 100%
Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)
Meningkatnya a. Persentase Putusan Perkara
Kepatuhan Terhadap Perdata yang 65% 75% 117,18%
Putusan Pengadilan Ditindaklanjuti (dieksekusi)

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023
secara umum Pengadilan Negeri Sidikalang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar
target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2023.
Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran
strategis yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian
kinerja, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana Kinerja
Tahunan dari Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

B. Analisa Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2023 mengacu pada
indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang
telah ditetapkan.Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Negeri Sidikalang telah melaksanakan
seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai

sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
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SASARAN [I. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Sasaran “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel”
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan
dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya proses peradilan
yang pasti di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan
visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2020-2024.
Keberhasilan sasaranini dapat diukur melalui 5 (lima) indikator kinerjayang diwujudkan
melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran“Terwujudnya Proses Peradilan Yang
Pasti, Transparan, dan Akuntabel” pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun
sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Table 10 Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 2023
2023 2023 (%)

A Persentase perkara :
- Perdata
- Pidana 88 % 100% 88%
yang diselesaikan tepat
waktu
B Jumlah Putusan yang

83% 100% 83%

menggunakan
pendekatan keadilan

restoratif.

5% 0% 0%

C  Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
¢ Banding 84% 85,55% 101,84%

e Kasasi 88% 88,80% 100,90%
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D Persentase Perkara Pidana
Anak yang Diselesaikan

5% 0% 0%
dengan Diversi
E  Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap 4 100% 100
layanan peradilan

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:

Sasaran | Indikator Kinerja a. PersentasePerkara Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang
diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 83% bagian Perdata dan 88% bagian Pidana.
Realisasi dan capaian indikator kinerja “PersentasePerkara Yang Diselesaikan™ pada tahun
2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Table 11 Target Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinetja Farget Realisasi Capaian 2023

2023 2023 (%)

Persentase ~ Sisa  Perkara  Yang

Diselesaikan Tepat Waktu
Perdata 83 % 100% 83%
; 88 % 100% 88%
- Pidana

Jumlah perkara yang masuk dalam Tahun 2023 sebanyak 272 Perkara, dimana perkara
yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 269 Perkara.
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Table 12 Perkara Yang Diselesaikan Pada Tahun 2023

Sisa Perkara yang
: Masuk Jumlah Sisa

Jenis Perkara l'ahun Diselesaikan

2023 Perkara Perkara
2022 sampai tepat waktu

Perkara Perdata 27 122 149 114 28
Perkara Pidana 25 150 175 155 20
Jumlah 52 272 324 269 48

PERKARA PERDATA
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023
adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan tepat waktu

Beallsasl = Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan X100%
Reallsinl = —ot PIRETE . o g
114 perkara
=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada
tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 83%.

Copaiaie — % 06
apatan = pealisasi 2

— e X 100%
~ 100% .

= 83%

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara tahun lalu selalu diselesaikan pada
tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Sidikalang.

PERKARA PIDANA
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023
adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut :
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lah P i i
Realisasi = Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan tepat waktu x 100%

Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan

Realisasi= 22> PeThara . oos
" 155 perkara *

=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada
tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 88%.

Capaian = M x 100%
Realisasi

_ 88%

~ 100%

= 88%

X 100%

Dari capaian tersebut dapat dijelaskan bahwa sisa perkara tahun lalu selalu diselesaikan pada
tahun berikutnya oleh Pengadilan Negeri Sidikalang.

Sasaran I Indikator Kinerja b.Jumlah Putusan menggunakan pendekatan keadilan

Restoratif

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang
diselesaikan tahun berjalan dengan perkara yang ada.

Target indikator kinerja ini pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 5% (Perkara Pidana). Realisasi dan capaian
indikator kinerja “Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif” pada
tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut
ini:

Table 13 Indikator Kinerja sasaran L.b
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 2023

2023 2023 (%)

Jumlah Putusan yang

menggunakan
pendekatan keadilan
restoratif.
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Jumlah perkara yang masuk dalam tahun 2023 sebanyak 1 perkara, dimana perkara
yang diselesaikan tepat waktu sejumlah 1 perkara.

Table 14 Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

No Perkara Sisa Perkara Jumlah Perkara yang Diselesaikan Sisa
Tahun Masuk Perkara sampai tepat waktu Perkara
Lalu
1 | Pidana 0 1 1 1
Jumlah 0 1 1 1 0

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023

adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut :

. Jumlah Sisa Perkara yang Diselesaikan dengan Restoratif
Realisasi = - x 100%
Perkara yang diajukan untuk Restoratif

0 perkara
Realisasi = —— x 100%
1 perkara

= 0%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada
tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

Capai Rafifuhst X 100%
lan=s ———
P Target 2

0%
—_ — 0,
5% X 100%
= 0%

Sasaran I Indikator Kinerja c. PersentasePerkara YangTidak Mengajukan Upavya

Hukum

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara yang tidak
mengajukan upaya hokum dengan putusan perkara.

Targetpenyelesaian perkara pada Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 84% (Banding), 88% (Kasasi). Realisasi dan
capaian indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum™ pada
tahun 2023 ditampilkan pada table berikut ini:
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Table 15 Indikator Kinerja I.c :

Indikator Kinerja Realisasi Capaian 2023

2023 (%)

- a. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

; c. Banding 84% 82,95% 99,93%
|

ir d. Kasasi 88% 88.85% 102,12%

» PadaTahun 2023, dari 155 perk_arer piidfzmafy;nigi putﬁs, ‘ada 31 perlzér; yang mehgajukan
banding, 25 perkara mengajukan kasasi. Dan dari 122 perkara perdata yang putus, ada 9
perkara yang mengajukan banding, 6 perkara mengajukan kasasi. Berikut keadaan perkara

upaya hukum tahun 2023 akan ditampilkan pada table berikut ini :

Table 16 Keadaan Perkara Upaya Hukum Tahun 2023

Jenis Perkara Putus Banding Kasasi 2023

2023 2023

PERKARA BANDING
Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara banding pada

tahun 2023 adalah sebesar 85,55 %, dengan perhitungan sebagai

Jumlah PerkaraYang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara
237 Perkara

Realisasi = m X 100%

= 85,55%

X 100%

Realisasi =

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun
2023 capaian penyelesaian perkara pidana adalah sebesar 101,84%.

Realisasi ¥ 85,55 %

Capaian = —— X 100%

= % = 101,849
Target 84 % % 100% 0L64%
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Bedasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa putusan perkara yang diputus di Pengadilan
Negeri Sidikalang lebih banyak diterima oleh pencari keadilan, dibandingkan dengan yang

mengajukan upaya hukum banding.
PERKARA KASASI

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara kasasi pada tahun

2023 adalah sebesar 88.80 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

Reillsasl= Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum x 100%
- Jumlah Putusan Perkara .

Realisasi = 246 Perkara x 100%
eansast = 597 Perkara !

= 88,80%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun

2023 capaian penyelesaian perkara Kasasi adalah sebesar 100,90%.

c . Realisasi>< 100% = 88:80%)( 100% = 100,90%
Gpalan & ey ° T T88% S

Bedasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa putusan perkara yang diputus di tingkat
Banding sebagian besar mengajukan upaya hukum Kasasi di Pengadilan Negeri Sidikalang.

Sasaran | Indikator Kinerja d.Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan

Dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara perkara pidana anak
yang diselesaikan secara divesi dengan jumlah seluruh perkara pidana anak.

Target penyelesaian perkara anak dengan diversi pada Tahun 2023, sebagaimana
ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 45%. Pada Tahun 2023, ada
1 perkara pidana anak yang dilakukan diversi, namun perkara tersebut tidak dapat
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diselesaikan dengan diversi. Berikut keadaan perkara anak tahun 2023 akan ditampilkan pada
tabel berikut ini :

Table 17 Keadaan Perkara Anak Tahun 2023

Jenis Perkara Masuk Diversi Perkara Selesai Perkara Tidak

Dengan Diversi  Dengan Diversi

Perkara Anak
~ Jumlah

o/
o
i

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara pidana anak yang
diselesaikan melalui diversi pada tahun 2023 adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai
berikut:

Jumlah Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Secara Diversi

Realisazl= Jumlah Perkara Pidana Anak ey
Realisasi = 2227592 o 100% = 0%
6 Perkara

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dan target, dimana pada tahun
2023 capaian penyelesaian perkara Pidana Anak adalah sebesar 0%.

c . Realisasixlooo/ _ 0%
apatan = —rorget T 45%

x100% = 0%

Berdasarkan uraian diatas, dapat dianalisa bahwa tidak ada perkara pidana anak yang
diselesaikan melalui diversi di Pengadilan Negeri Sidikalang.

Sasaran | Indikator Kinerja e. Index responden pencari keadilan vang puas terhadap

lavanan peradilan

Indikator ~ kinerja  ini  dibuat  berdasarkan = PERMENPAN  Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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Pengadilan Negeri Sidikalang telah melakukan survey index kepuasan masyarakat,
pada tahun 2023. Dari survey tersebut, bahwa masyarakat yang datang ke Pengadilan Negeri

Sidikalang, sebanyak 100% merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Jumlah Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap Layanan Peradilan
Jumlah Responden Pencari Keadilan

Realisasi =

X 100%

Realisasi = 198><100°/
eallsasl = —oo 0

=100%

Maka dapat diukur capaian untuk kepuasan terhadap layanan peradilan adalah :

c lan = Realisasix 1008k = 100%
apatan = = get VT3

X 100% = 106,38%

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” dimaksudkan
untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam
penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Sidikalang merupakan sasaran
strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri
Sidikalang 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja
yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan
Penyelesaian Perkara™ pada tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut ini :
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Table 18 Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 2023

2023 2023 (%)

A Persentase Salinan Putusan Perkara Yang
Diterima Oleh ihak T
| aiaset s ab A 98% 100% 102,04%
{ - Pidana 100% 100% 100%
| B Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui 5% 0% 0%

‘ Mediasi

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
Sasaran 1l Indikator Kinerja a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak

Tepat Waktu
Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah isi putusan

yang diterima tepat waktu dengan putusan.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 98% untuk perkara perdata dan 100% untuk
perkara pidana. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase Isi Putusan Yang Diterima
Oleh Para Pihak Tepat Waktu” pada tahun 2022 ditampilkan pada tabel berikut ini :

Table 19 Indikator Kinerja Sasaran 11 a.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2023 2025 RAURR]

a.  Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu
‘ - Perdata 98 % 100%  102,04%
- Pidana 100%  100% 100%
Jumlah perkara pidana yang diputus pada tahun 2023 sebanyak 155 perkara, dan
seluruh putusan diterima oleh para pihak tepat waktu. Sedangkan perkara perdata yang
diputus pada tahun 2023 sebanyak 122 perkara, dan seluruh putusan diterima oleh para pihak
tepat waktu.Tabel berikut menggambarkan Sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2023:
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Table 20 Keadaan Putusan Perkara Yang Disampaikan Tepat WaktuTahun 2023

Jenis Perkara Putus Putusan Perkara Yang Putusan Perkara

2023 Disampaikan Tepat Yang Tidak

Disampaikan Tepat

Waktu
Perkara Perdata 122 122 0
~ PerkaraPidana 15§ 155 o

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi penyelesaian perkara Perdata pada tahun
2023 adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu
Realisasi = X 100%
Jumlah Putusan

Reall . 122 perkara % 100%
A T perkara ?

=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada
tahun 2022 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 102,04%.

Realisasi
ian = ———— x 1009
Capaian — 100%

— 100% . 100%
~ 98% ’

= 102.04%
dan realisasi penyelesaian perkara Pidana pada tahun 2023 adalah sebesar 100%, dengan
perhitungan sebagai berikut:

umlah Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu
Redlisasi=1 yeng P x 100%
Jumlah Putusan

Realisasi = 155 perkara x 100%
eattsast = es perkara .

=100%
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Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada
tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.

Capaian = M X 100%
Target

100%

~ 100%

= 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh putusan disampaikan kepada

X 100%

para pihak tepat waktu.

Sasaran Il Indikator Kinerja b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara yang
diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Target indikator kinerja pada tahun 2023 sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan
Kinerja Tahun 2022 adalah sebesar 5%. Realisasi dan capaian indikator kinerja “Persentase
Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi” pada tahun 2022 pada tabel berikut ini :

Table 21 Indikator Kinerja Sasaran 11 b.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 2023

2023 2023

- a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui 5% 0% 0%

Mediasi

Jumlah perkara Perdata Gugatan yang masuk pada tahun 2023 sebanyak 85 perkara,
dan jumlah perkara Perdata Gugatan yang dilakukan mediasi adalah sebanyak 60 perkara, dari
beberapa perkara tersebut tidak ada perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Table 22 Keadaan Perkara Perdata Mediasi Tahun 2023

Jenis Perkara Masuk Perkara vang di Perkara Yang

mediasi Diselesaikan Dengan

Akta Perdamaian

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023
adalah sebesar 0%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pekara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

2 . % 1009
eatisast Jumlah PerkaraYang Dilakukan Mediasi e
) 0 perkara
Realisasi = —————x 100%
60 perkara
=0%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada
tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 0%.

c lan = Realisasi x 100%
apatan = —rorget !
0%
P —— 0,
5% X 100%

= 0%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua perkara di Pengadilan Negeri
Sidikalang tidak dapat diselesaikan dengan mediasi, ini disebabkan karena kebanyakan dari
pihak yang berperkara lebih memilih untuk melanjutkan persidangan.
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SASARAN I1II : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan
Terpinggirkan

Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”
dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Sidikalang. Terwujudnya
peningkatan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Pengadilan
Negeri Sidikalang merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi yang
tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Sidikalang 2020-2024. Keberhasilan sasaran ini
dapat diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi
Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan™ pada tahun 2023 serta perbandingannya dengan tahun
sebelumnya ditampilkan pada tabel berikut ini :

Table 23 Sasaran IIl : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

2023 2023 2023

A Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 0% 0% 0%

B Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat ~ 100%  100%  100%
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah

sebagai berikut:

Sasaran 111 Indikator Kinerja a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah perkara
prodeo yang diselesaikan dengan Jumlah perkara prodeo.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, tidak dapat diukur karena tidak
dilaksanakan pada tahun ini, karena tidak ada perkara yang disidangkan melalui prodeo.
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Sasaran 111 Indikator Kinerja b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (PosBaKum)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara jumlah Pencari
Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah
Pencari Keadilan Golongan Tertentu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 100%. Realisasi dan capaian indikator kinerja
“Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(PosBaKum)™ pada tahun 2023.

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah perkara. Dan jumlah pencari

keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum adalah 89 Orang
Jiwa. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut pada tahun 2023:

Table 24 Keadaan Perkara PosbakumTahun 2023

Jumlah Pencari Keadilan Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Pencari Keadilan 89

.~ Jumlan 89 - - 89

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023
adalah sebesar 100%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Realisasi

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat
_ Layanan Bantuan Hukum x 100%
B Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

89 Orang Jiwa

- - o
Realisasi 89 Oring Jiwa x 100%

=100%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada
tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 100%.
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Capaian = B-M X 100%
Target

_ 100%

~ 100%

= 100%

X 100%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat miskin dan terpinggirkan
yang mendaftarkan di Posbakum mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.
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SASARAN IV Indikator Kinerja Persentase Putusan Perkara Perdata Yang
Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan antara Jumlah Putusan
Perkara Yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang Sudah Berkekuatan
Hukum Tetap.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2023, sebagaimana ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 65%. Realisasi dan capaian indikator kinerja
“Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” pada tahun 2024
serta perbandingannya dengan tahun sebelumnya ditampilkan pada table berikut ini:

Table 25 Indikator Kinerja Sasaran IV

Indikator Kinerja larget Realisasi Capaian

2023 2023 2023

(%)
. a.  Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti 64% 75% 117,18%
(Dieksekusi)

Jumlah Putusan perkara perdata yang Sudah Berkekuatan hukum tetap adalah 4
perkara. Dan jumlah perkara Perdata yang telah ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 3 perkara
dan ada 1 perkara yang masih dalam proses telaah. Tabel berikut menggambarkan hal tersebut
pada tahun 2023:

Table 26 Keadaan Perkara Eksekusi Tahun 2023

Jenis Perkara Perkara Perkara BHT yang Ditindaklanjuti Perkara BHT vang tidak

Ditindaklanjuti

| Perkara Perdata 4 3 1 (Proses Telaah)
;  Jumlah 4 3 1 (Proses Telaah) _‘

Berdasarkan data-data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2023
adalah sebesar 75%, dengan perhitungan sebagai berikut:




LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 50

Jumlah Putusan Perkara Yang Ditindaklanjuti

Realisasi = "
Jumlah Putusan Perkara Yang Sudah BHT *100%
3 perk
Realisasi = Lo~ 2 100%
4 perkara
=75%

Capaian diperoleh dengan membandingkan antara target dan realisasi, dimana pada

tahun 2023 capaian untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 117,18%.

PA— Realisasix 100%
Paran= Target 0

= 75% X 100%
= 64% )

=117,18%

Dari capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian perkara perdata yang sudah BHT
sudah ditindaklanjuti (dieksekusi).

C. Akuntabilitas Keuangan

Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri
Sidikalang tahun 2023 berasal dari DIPA tahun anggaran 2023 dengan alokasi anggaran
sebesar Rp.4.302.321.000,- (empat milyar tiga ratus dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu
rupiah),yang meliputi Program-Program sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung, dengan kegiatan utama adalah Kegiatan Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar
sebesar 4.179.321.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua
puluh satu ribu rupiah), atau mencakup 97% dari alokasi anggaran DIPA tahun
anggaran 2023;

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan kegiatan utama Kegiatan

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, dengan alokasi anggaran sebesar
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sebesarRp. 123,000,000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) atau mencakup 3% dari
alokasi anggaran DIPA tahun anggaran 2023;

Gambar 4 Anggaran DIPA

Anggaran DIPA Program
- Dukungan Manajemen dan
~ Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya 4,179,321,000 (97%)

~m Anggaran DIPA Program
Peningkatan Manajemen
Peradilan Umum
123,000,000 (3%)

Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan tertinggi terdapat pada Kegiatan
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yaitu sebesar Rp.122.842.500,- dari total
Rp.123.000.000.- atau sebesar 99,87%, sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat
pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi, yaitu sebesar Rp. 4.162.637.625.- dari total Rp. 4.179.321.000,- atau sebesar
99,60%. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja
input/penyerapan anggaran pada tahun 2023 telah optimal.

Gambar 5 Pencapaian Realisasi Anggaran

Pencapaian Kinerja Input

- r -
4,500,000,000 dalam Hbu u?,{GaZl:‘G)37,625

4,000,000,000
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000 22,842,500 16 683 375
o — =

Alokasi Realisasi Sisa
Pembinaan Administrasi d
WPembinaan Administrasi dan: 095156 4,162,637,625 16,683,375
Pengelolaan Keuangan
o e
Reenihaatan Manajeinen 123,000,000 122,842,500 157,500

Peradilan Umum
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BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2023 merupakancerminan capaian Kinerja
kegiatan dan sasaran Tahun 2023 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara
realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan PENGADILAN
NEGERI SIDIKALANG 2020 - 2024.

2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai
program telah tercapai secara optimal, dimana kinerja input tertinggiditunjukkan pada
Kegiatan =~ Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi.

3. Adapun pencapaian Kkinerja input/penyerapan tertinggi terdapat pada Kegiatan
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, yaitu sebesar Rp.122.842.500.- dari total
Rp.123.000.000,- atau sebesar 99,87%, sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat
pada Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi, yaitu sebesar Rp. 4.162.637.625.- dari total Rp. 4.179.321.000,- atau sebesar
99,60%..
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2023;

Reviu IKU Tahun 2023;

Matriks Reviu RENSTRA Tahun 2020-2024;

Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023;

Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023;

Pohon Kinerja;

Dokumen Rapat Penyusunan SAKIP Tahun 2023.

i L R S
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Saran-Saran

. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Pengelolaan SDM Aparatur,

yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.

. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Sidikalangdapat dilakukan antara lain melalui:

a.

Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga
tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknismaupun non teknis yudisial,
terutama kemampuan dalam penggunaan IT.

Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui
pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus
diprioritaskan. Untukitu perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi
pemenuhan kebutuhan yangbaik terhadap fasilitas, prasarana dan sarana penunjang
yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang

tersedia.

* " Sidikalang, 15 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERISIDIKALANG,

MONITA HMTY Br. SITORUS, S.H.,M.H.




KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

NOMOR : 108A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/1/2024

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Bahwa mereka yang nama tercantum dalam
Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
melaksanakan tugas ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinerja Instansi
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;




Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan  Peradilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja
Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:

173/SEK/SK/1/2022 tanggal 31 Januari 2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat
Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sidikalang  Nomor: W2.U14/23A/0T.01.3/1/2023,
tanggal 04 Januari 2023 tentang Tim Penyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun
2022;

Membentuk Kembali Tim Penyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Pengadilan
Negeri Sidikalang, dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Tim Penyusun menjalankan Tugas sesuai arahan Ketua
Pengadilan Negeri Sidikalang;

Memerintahkan kepada masing-masing Tim untuk
mengimplementasikan Keputusan ini dan
melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret 2023;
Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat
pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA
Pengadilan Negeri Sidikalang Tahun 2023;




Keenam

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Diteta_fl;‘akah di Su:hka.lang
Pada Tanggal.12 Januari 2024

P L7 N\ A5\
KETUA PER (GADILAN NEGERI SIDIKALANG,

MONITA HONETSTY Br. SITORUS




LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

SIDIKALANG
Nomor : 108A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/1/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

NO JABATAN NAMA
1. | PENANGGUNG JAWAB MONITA HONEISTY Br. SITORUS, SH. MH.
2. BOORDINGTORVALIDARL EVA RINA SIHOMBING, SH. MH.
DATA
3. | KETUA JOHANNES EDISON HAHOLONGAN, SH.
1. NELSON ROBERTH SARAGIH, S.H., M.H.
4. | SEKRETARIAT
2. DANNY IRAWAN MANURUNG, S.Kom.
1. DENI SYAFRIANTO, S.H.,M.H.
2. ANINTA SEROJA SEMBIRING, S.H.,M.H.
5. | ANGGOTA 3. ELUON GULTOM
4. VERONICA ANISA YANUARI
3. REDIA SIANTURI, S.E.
6. TIM PEREVIU LAPORAN

KINERJA

FRANSLONDO OMPUSUNGGU, S.H.

/ . 'i \
KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,

MONITA HONEISTY Br. SITORUS




LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
NEGERI SIDIKALANG

Nomor
Tanggal

: 108A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/1/2024
: 12 Januari 2024

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

NO

JABATAN

TUGAS

PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab atas pelaksanaan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023
Pengadilan Negeri Sidikalang

KOORDINATOR VALIDASI
DATA

Menvalidasi keabsahan data kinerja

KETUA

a. Mengkoordinir pelaksanaan penyusun
laporan kinerja sesuai dengan arah
dan kebijakan yang telah ditetapkan;

b. Mengkoordinir pelaksanaan reviu atas
laporan kinerja kepada Aparatur
Pengawasan Intern Pemerintah

SEKRETARIS

Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan
Laporan Kinerja

ANGGOTA

Mengukur kinerja, menyusun laporan
kinerja serta menganalisis indikator
kinerja pada masing-masing unit eselon I.

TIM PEREVIU LAPORAN
KINERJA

Menelaah atas laporan kinerja untuk
memastikan bahwa laporan kinerja telah
menyajikan informasi kinerja yang andal,
akurat dan berkualitas.

7 -
/

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG,

MONITA " HON

ISTY Br. SITORUS




KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Menimbang

Mengingat

NOMOR : 92A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/1/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,;

Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan
ukuran kinerja Keberhasilan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam
pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu
disusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada
Pengadilan Negeri Sidikalang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
tentang Penetapan Kembali Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada Pengadilan Negeri Sidikalang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di Pengadilan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman




Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

embusan:

Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

173/SEK/SK/1/2022 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat
Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG;

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Sidikalang Nomor W2.U14/21A/0T.01.3/2023, tanggal
04 Januari 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Negeri Sidikalang;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum
dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan
kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri
Sidikalang, untuk menetapkan Rencana Strategis,
Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan,
dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;

Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja utama
bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis
di lingkungan Pengadilan Negeri Sidikalangagar tetap
memiliki Indikator kinerja yang valid dan dapat
dipergunakan untuk mengukur kinerja dan
pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang,
Pada Tanggal 10 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI
SIDIKALANG, "

|z 1 "

\&) (K

\..\ y, . | p

\
MONITA HONEISTY Br. SITORUS

YM. Ketua Mahkamah Agung RI ;
YM. Ketua Kamar Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI ;
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI ;

Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
Yth. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI ;

Arsip.

T
1
2
3.
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan ;
5
6
7




LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI

SIDIKALANG
Nomor

Tanggal
Tentang

: 10 Januari 2024

Pengadilan Negeri Sidikalang

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

: 92A/KPN.W2-U14/SK.HK1.2.5/1/2024

: Penetapan Kembali Indikator Kinerja Utama

NO

KINERJA
UTAMA

INDIKATOR
KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG
JAWAB

SUMBER DATA

Terwujudnya
Peradilan yang
Pasti,
Transparan, dan
Akuntabel

a. Persentase
perkara yang
Diselesaikan
tepat waktu

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu

100%

Jumlah perkara yang Diselesaikan

Catatan :

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021
tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian
Minutasi dan Pemberkasan Perkara.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan
informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah
perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan
sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk.
Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.

Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Panitera

e Laporan
Bulana

e Laporan
Tahunan

e Aplikasi SIPP

b. Jumlah
Putusan yang

Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan restoratif 100%

Perkara yang diajukan untuk restoratif

Panitera

e Laporan
Bulanan




menggunakan | Catatan : e Laporan
pendekatan e SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor Tahunan
keadilan 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan e Aplikasi SIPP
restoratif. Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
e Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah
perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan
restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non
penal melalui rehabilitasi.
e Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah
perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan
RJ
. Persentase Jumish Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding ... Panitera e Laporan
Perkara yang Jumlsh Perkara yang Disclesaikan Bulana
tidak Catatan : * Laporan
mengajukan Tahunan
Upaya Hukum | ¢ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum e Aplikasi SIPP
Banding banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak
mengajukan upaya hukum banding.
e Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang
diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
. Persentase Jumlah Perkara Pidana ymzk:idllk mengajukan upaya hukum Panitera e Laporan
sas
pfirkara Jumlah Perkara yang Diselesaikan o Bulang
pidana yang e Laporan
tidak Catatan : Tahunan
mengajukan ¢ Aplikasi SIPP
Upaya Hukum | ¢ Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasasi kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak
diajukan upaya hukum kasasi.
. Persentase Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil 100% Panitera e Laporan
Perkara anak Jumlsh Perkara Diversi Bulana
yang Catatan : e Laporan
diselesaikan Tahunan
dengan e Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah e Aplikasi SIPP




Diversi pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi
dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil
e Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak
yang diajukan diversi.
e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.
. Indeks Panitera e Laporan
Persepsi Indeks Kepuasan Pencari Keadilan Bulana
Pencari e Laporan
Keadilan yang | Catatan: Tahunan
puas terhadap | ® PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman o Aplikasi SIPP
layanan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
peradilan. Penyelenggara Pelayanan Publik
e Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal
IKM Indeks Baru 2 80
Peningkatan Persentase Jumlah salinan Putusan yang :ti Minutasi dan di kirim tepat Panitera » Laporan
Efektivitas salinan Juml:: P:tulan xo0% Bulana
Pengelolaan putusan yang e Laporan
Penyelesaian disampaikan Catatan : Tahunan
Perkara ke para pihak e Aplikasi SIPP
tepat waktu e Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para

pihak

e SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan
dan Petikan Putusan

e Jumlah Putusan adalah perkara minutasi yang sudah
diputus/dikirimkan  Surat Dirjen Badilum  Nomor
486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal
Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan
Perkara

e Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat
waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada
para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk
salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban




mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara
perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

e Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun berjalan.

b. Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil 100% Panitera e Laporan
perkara yang Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi Tahunan
diselesaikan Catntan: e Aplikas SIPP
melaflul' e PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
medin Pengadilan.

e Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah
perkara yang di Mediasi dan dinyatakan mediasi berhasil
yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan
perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang
telah dinyatakan secara tertulis oleh Mediator kepada Hakim
Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil
e Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara
perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan
Meningkatnya a. Persentase Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan 100% Panitera e Laporan
Akses Peradilan perkara Jumish Perkara yang diajukan secara Prodeo Bulana
bagi Masyarakat Prodeo yang Catiatan s e Laporan
Mlsk.m d@ diselesaikan e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tahunan
Tenpinggiticn Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di * Aplikasi SIPP
Pengadilan.
e Defenisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan adalah
Pembebasan Biaya Perkara
o Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah Proses
Penyelesaian Prodeo

b. Presentase Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan  100% Panitera ¢ Laporan

Perkara yang Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan Diluar Gedung Bulana

diselesaikan

e Laporan




diluar Gedung

Pengadilan

Tahunan

Pengadilan Catatans e Aplikasi SIPP
e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di
Pengadilan.
e Di luar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan
di luar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling
maupun gedung-gedung lainnya).
Presentase Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Panitera e Laporan
Pencari Layanan Bantuan Hukum 100% Bulana
> Jumlah Permohonan Layanan Hukum
Keadilan e Laporan
golongan Catatan : Tahunan
tertentu yang e Aplikasi SIPP
mendapat e PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
layanan Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang tidak mampu di
bantuan huku Pengadilan.
(Posbakum) e Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang

yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki
akses pada informasi konslutasi hukum yang memerlukan
layanan hukum.

Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan
yang terdaftar pada register posbakum.




Meningkatnya
Kepatuhan
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Persentase
Putusan Perkara
Perdata yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan 100%

Jumlah permohonan eksekusi

Catatan:

Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah
jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan Non Executable
harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.

Jumlah permohonan Eksekusi adalah Jumlah Permohonan
Eksekusi yang diajukan Pihak di Tahun Berjalan.

BHT: Berkekuatan Hukum Tetap.

Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara Permohonan
Eksekusi yang dapat dilaksanakan, Perkara yang Sudah
Inkrah dan tidak diajukan Permohonan Eksekusi.

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti
(dieksekusi) adalah Permohonan Eksekusi yang
ditindaklanjuti dengan Aanmaning, Sita Eksekusi, Lelang
dan Pengosongan

Panitera

e Laporan
Bulana

e Laporan
Tahunan

e Aplikasi SIPP

Ditetapkan.di Sidikalang
Pada,Tar}ggak?}\R Januari 2024




Instansi :

Reviu Ke-4 Renstra (Rencana Strategis)
Pengadilan Negeri Sidikalang 2020-2024

MATRIKS REVIU KE-4 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Pengadilan Negeri Sidikalang

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sidikalang yang Agung
Misi : 1.Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sidikalang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sidikalang
4. Menjaga Kredibilitas Pengadilan Negeri Sidikalang
Tujuan Target Sasaran Target Strategis
% Uralan Indikator Kinerja Menengah Uraian Indikator Kinerja 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 Program Kegiatan Indikator Kegiatan | Target| Anggaran
1 Pencari keadilan Persentase Perkara Terwujudnya Persentase Perkara Pembinaan Layanan Terselenggaranya layanan 99% |4.179.321.000
merasa yang Diselesaikan Proses yang Diselesaikan Administrasi dan Perkantoran peradilan yang pasti,
kebutuhan dan Tepat Waktu Peradilan yang Tepat Waktu Pengelolaan transparan, dan akuntabel
kepuasannya - Perdata 83% Pasti, - Perdata B80% | 90% | 82% | 83% | 84% |keuangan Badan
terpenuhi - Pidana 88% Transparan, - Pidana 85% | 95% | 87% | 88% | 89% |Urusan Administrasi
Jumlah Putusan dan Akuntabel Jumlah Putusan
yang yang menggunakan
menggunakan 5% pendekatan - - 5% | 5% | 5%
pendekatan keadilan restoratif
keadilan restoratif
Persentase Perkara Persentase Perkara
yargiTicek 84% Yang Tidik 81% | 90% | 83% | 84% | 85%
Mengajukan Upaya Mengajukan Upaya
Hukum Banding Hukum Banding
Persentase Perkara Persentase Perkara
Yang Tidak Yang Tidak
88% 85% | 90% | 87% | 88% | 89%
Mengajukan Upaya Mengajukan Upaya
Hukum Kasasl Hukum Kasasi
Persentase Perkara Persentase Perkara
Pidana Anak yang Pidana Anak yang
Diselesaikan e Diselesaikan fiadl o i i i
dengan Diversi dengan Diversi
Indeks Persepsi Indeks Persepsi
Pencari Keadilan 2N Pencarl Keadilan S DR MR | 20%
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Reviu Ke-4 Renstra (Rencana Strategis)
Pengadilan Negeri Sidikalang 2020-2024

yang puas yang puas
terhadap layanan terhadap layanan
peradilan. peradilan.
Persentase Salinan Peningkatan Persentase Salinan Pengadaan sarana Layanan Internal  |Tersedianya sarana dan 100% 240.000.000
Putusan Perkara Efektifitas Putusan Perkara dan prasarana (Overhead) prasarana pendukung
Perdata yang Pengelolaan Perdata yang dilingkungan |layanan peradilan
dikirim kepada Penyelesaian dikirim kepada Para mahkamah agung
Para Pihak tepat Perkara Pihak tepat waktu
wakii - Perdata 96% | 97% | 98% | 98% | 98%
- Perdata %o% - Pidana 100%| 100% | 100% [100%| 98%
- Pidana 100%
Persentase Perkara Persentase Perkara
yang Diselesaikan 8% yang Diselesalkan 5% | 10% | 5% 5% 6%
Melalui Mediasi Melalul Mediasi
Setiap pencari Persentase perkara Meningkatnya Persentase perkara Peningkatan Layanan Pos Terselenggaranya layanan | 100% 31.200.000
keadilan dapat prodeo yang 0% Akses prodeo yang 90% | 100%| 0% | 0% | 0% [Manajemen Bantuan Hukum peradilan bagi masyarakat
menjangkau diselesaikan Peradilan bagi diselesalkan Peradilan Umum kurang mampu
Badan Peradilan Persentase pencari Masyarakat Persentase pencari Perkara peradilan
keadilan Golongan Miskin dan keadilan Golongan umum yang
tertentu yang 56 Terpinggirkan tertentu yang 100%| 1005 | 1c0el 1006] 160% diselesalkan Terselenggaranya layanan
mendapat Layanan mendapat Layanan melalui peradilan bagl masyarakat
Bantuan Hukum Bantuan Hukum pembebasan biaya |kurang mampu
(Posbakum) (Posbakum) perkara
Persentase putusan Meningkatnya Persentase putusan
perkara perdata Kepatuhan perkara perdata
yang 65% Terhadap yang ditindaklanjuti | 55% | 90% | 65% | 65% | 64%
ditindaklanjuti Putusan (dieksekusi)
(dieksekusi) Pengadilan
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RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Sidikalang

Pengadilan Negeri Sidikalang
JI. Ahmad Yani No. 133

Telp. 0627 22201/21053 Fax. 0627 21053
Dairi - Sumatera Utara 22212
e-mail : ptip.pnsidikalang@gmail.com



mailto:ptip.pnsidikalang@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
Pengadilan Negeri Sidikalang

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan Persentase Perkara Perdata yang 83
yang Pasti, Transparan dan Diselesaikan Tepat Waktu
Akuntabel
2. Persentase perkara pidana yang 88
diselesaikan tepat waktu
3; Persentase Perkara yang Tidak 84
Mengajukan Upaya Hukum Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak 88
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Anak yang 45
Diselesaikan dengan Diversi
6. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang 94
Puas Terhadap Layanan Peradilan
7. Jumlah Putusan Yang Menggunakan 5
Pendekatan Keadilan Restoratif
8. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 98
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang disampaikan ke para Pihak
Perkara tepat waktu
9. Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pidana yang disampaikan ke para pihak
tepat waktu
10. Persentase Perkara yang Diselesaikan 5
Melalui Mediasi
11. | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara Prodeo yang 0




terhadap Putusan Pengadilan

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

bagi Masyarakat Miskin dan Diselesaikan
Terpinggirkan
12. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
13. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 65




PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023

Pengadilan Negeri Sidikalang

Pengadilan Negeri Sidikalang

JI. Ahmad Yani No. 133

Telp. 0627 22201/21053 Fax. 0627 21053
Dairi - Sumatera Utara 22212

e-mail : ptip.pnsidikalang@gmail.com
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PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MONITA HONEISTY BR. SITORUS, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dairi, 04 Januari 2024
Pihak Kedua Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Ketya"Pehgadil’an Negeri Sidikalang

/ )
[ 2\

il <

Drs. H. PANUSUNAN HARAHAP, SH., MH. MONITA HONE}TY BR. SITORUS , S.H., M.H.
NIP. 195711051985121001 NIP. 197704182001122002




LAMPIRAN PERJANIJIAN KINERJA TAHUN 2023
Pengadilan Negeri Sidikalang

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. | Terwujudnya Proses Peradilan | Persentase Perkara Perdata yang 83
yang Pasti, Transparan dan Diselesaikan Tepat Waktu
Akuntabel
2 Persentase perkara pidana yang 88
diselesaikan tepat waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak 84
Mengajukan Upaya Hukum Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak 88
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5 Persentase Perkara Anak yang 45
Diselesaikan dengan Diversi
6. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang 94
Puas Terhadap Layanan Peradilan
7 Jumlah Putusan Yang Menggunakan 5
Pendekatan Keadilan Restoratif
8. | Peningkatan Efektivitas Persentase Salinan Putusan Perkara 98
Pengelolaan Penyelesaian Perdata yang disampaikan ke para Pihak
Perkara tepat waktu
9. Persentase Salinan Putusan Perkara 100
Pidana yang disampaikan ke para pihak
tepat waktu
10. Persentase Perkara yang Diselesaikan S
Melalui Mediasi
11. | Meningkatnya Akses Peradilan | Persentase Perkara Prodeo yang 0




bagi Masyarakat Miskin dan

Diselesaikan

Terpinggirkan
12. Persentase Pencari Keadilan Golongan 100
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
13. | Meningkatnya Kepatuhan Persentase Putusan Perkara Perdata 65

terhadap Putusan Pengadilan

yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Kegiatan

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan  Rp.

Badan Urusan Administrasi

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 240.000.000
Mahkamah Agung
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 123.000.000

Anggaran

Dairi, 04 Januari 2023

Keti "’, : »

Y

9

(

".‘\ T, TS
MONITA HONEISTY BR. SITORUS , S.H., M.H.
NIP. 197704182001122002

4.096.821.000




POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI

h) Jumiah pembingan teknis k dan kejurusitaan; dan
i) Jumiah pelaksanaan fungsl lain yang diberikan oleh Ketua Pengadiian Negeri

SIDIKALANG
[ | wist | | Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung \
m— —
I | [ TUIUAN h‘ I Terwujudnya Kepercayaan Publik Terwujudnya I
I b N atas layanan Peradilan dukungan
I l e pelaksanaan tugas I
| l 1 Mok, Mahkamah Agung |
eningkatnya
I SASARAi N I Meningkatnya Kauatuian !
I Terwujudnya Peningkatan akses peradilan terhadap I
' | proses peradilan Efektivitas bagi masyarakat putusan Dukungan
| yang pasti Pengelolaan miskin Pencadilah Manajemen |
l ‘ transparan, dan Penyelesaian 08
\ S akuntabe! Perkara 7
N — e i ' e i Rt e s i s i i s s i i | P
/r':___:__'.—_——__'_'___________—______—_——_——-\\
Ir I Terwujudnya dukungan
: __TUUAN | Terwjudnys KeparcaysanPrbleatoodapappnBocadlan. 0000 pelaksanaan tugas Mahkamah |
SASARAN Tarwjudnye proses Pacingiatan okiilas Moninghainys kses Meningkainya kepatuha Aging
l il ] | P"“"':““'“- pacgekisan penyelesaian mmn Tofacap putusas S = |
| | —— N i i [; N —l\’ l
l INDIKATOR l Penen dumish | Parsentasa | Powactmsa | Pamenis | jnjey parsepel Poraontas Pameitige Persen Persentsse
| Pm:-“ Py w':-* mn viad pancen mm ® perkary Mm Porgnie o "“. e |
| yang yeng yang Yo il POITE | i yang yang dkinm yang serenty yang Putusan Perkars datam tayean iayanan
doolesaka | ™a0omuna | mengaiuk | mengsik | eakyeng | oy emadap sl pin  desesik méndisel leyenin povdle jug poningkatan |  PORANDAN | gy gy |
' I ntspal kan an wpaye n upaya dissiesalk layanan shat faget eprvean) Pt
1| Tt | oy | o | e | oo v mdesi (Postotom) as | | D |/
\L_ P p——
/————————————————'—'——————-—-——-——————————\

") b
l ' PROGRAM | | quahndmlzollymm Hukum Dukungan !lﬂdm.l l
Il = '
| | dukungan di bidang teknis |

b.terlaksananya pengelolaan administrasi perkara perdata 8 72 panyiapen bahan pel unsan per program dan seqgaran;
‘ [ c.ledaksananya pengelolaan administrasi perkara pidana : \IM’W"':':""W"""; d l
dledaksananya pengelolaan adminisirast perkara khusus 4 Terlsksananya bahan pelaksanaan penataan organisasl dan tata laksana:
l e.lerlaksananya pengelolaan administrasi perkara, penyajoam data perkara, dan transparansi perkara; e Tedaksananys pangeiclaan teknokogl informasi dan satisek |
l 1. terlaksananya administrasi kecangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan t YMM:‘f:wmm-w.mmumme-m.mm.nwmmmm
I l gkl it 0 minutasi, evaluasi dan administras! kepanilerasn; . T ’ veiuasi dan sertn palegoran dlIngkungan Kessksetariatan Pengadien Negar Kelas I
‘ htedaksananya pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan I
l meammwmmmwmm ‘ I
< = a) Jumiah koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di
|| INDIKATOR | | || @ ymen hooren I
: i 1 b) Jumiah pengelolaan administras: perkara perdata; a) Jumiah bahan pelaksanaan unstan perencanaan program dan anggarsn; I
| 11| ) Jumiah pengelolaan administrasi perkara pidana; :: :::muw-:u
d) Jumiah pengelolaan administrasi perkara khusus Sosangar; .
| || & umiah pangekiaan aoinsras perkara, penyaan daa arkara,dan ansparansi prkara o odaatlinnsmronapmic.aprate brriy I
1 f) Mmmmmmmmwmmwmmdwm f)  Jumiah pelaksanasn unsan surl manyual. arsip, pedengkapan rumah langga, keamanan, keprotokolan, hubusgan ’
l berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepanteraan; maaysrakat, dan perpustakasn: dan
! g) Jumish pelaksanaan mediasi @) Jumiah sveluasi dan sarta pelsporen di ingkung Pangadian
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| Teraksenanya pembaritahuan is: putsan upaya hukum kepada Jaksa
Panuntut Umum dan terdakwa;

[ eksakusi
Ti berkes perkara yang belum mempunyal

3

b) Jumiah regiskasi perkara gugatan dan permononan:
¢) Jumiah disirbusi perkara yang telah diregister unfuk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim

kokuatan hukum tetap;
o Terdaksenanya penyarahan berkes perkars yang sudeh berkekuatan hukum
tetap kepada pantera Muda Hukum;
Terlaksananya urusan tata usaha kepanteraan, dan
Terdaksananys fungs lain yang dibarixan oleh Paniters

ew

S
=
N
N
#  Penegakan dan Pelayanan Hukum I
p dan berkas s T a permeriksaan dan gkapen berkas perkara a dan kapan berkas perkara
perkara perdata; pidana; khusus,
Tertaksananys registrasl perkara gugatan dan permohona; b, Tedaksananya registrasi perkara picana; b. Terlaksananys regstrasi perkara khusus;
Terlaksanany distnbusi perkara yang telah diregister untuk ¢ T dan e dan
kepada Ketua Majsiis Hakim berdasarkan Penetapan Panunjukkan kepada lermohan; kepada termohon;
Majalis Hakim dari Ketua Pangadilan; d, Terakssnanya diskibusi perkars yang telah diregister untuk derskan d. Teraksananys disribusi perkara yang telah diregster untuk diteruskan
Teraksananya penenmaan kemball berkes perkara yang sudah kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Panetapan Penunjuikan Majells kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan
diputus dan diminutasi; Hakim dan Ketua Pengadilan, mwmwm
pembentahusn il putusan tingkat pertama kepada e e
para pihak yang tidak hadir; mwmmmﬂmmm n-m-n.m-i-wmrwmuwmwm
Y putusan tingkat periama t. §n penggeledahan dan in L P {jin panggeledahan dan §in
kepada para plhak yang tidak hadir; mhnupmyd panyltaan darl penyidik,
y dan berkes perkara yang ) rummmwmmnmwm-m ) Y8 peny hakim dalam perkara
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan A kepalitan;
y terhadap isi putusan h rmmummmkmmn h. Tedaksananya penerimaan kemball berkas perkara yang sudah diputus
upaya hukum kepada para pihak dan menyampakan rolas yang tidak hadir; dan diminutasi,
penyerahan isi putusan kepada Pengadian Tinggi dan Mahkamah I putusan tingkat banding, kasasi, i, Tedeksananys pemberitahuan i putusan tingiat petama kepada para
Agung dmmmmmm pihak yang tidak hadir;
Teraksananya penerimaan konsinyast ¥ berkas perkars yang ) putusan tingkst banding,
eksakusi; mwummum wmmwmmm
rmmmmmnmuun k terhadap i putusan upays k berkas perkara uyang
ketentuan hukum tetap; Mnnpaampmdmmmm-smmumm MWW‘MWMWW
f Tmummmmpmmmmm kepada Pengadian Tingg| dan Mahkamah Agung, L terhadap I pUkSan upsya

MWHMMMMWWWWHI
putusan kepada Pengadiian Tinggt dan Mahkamah Aqung:
Terlaksananys pemberitahuan Isi putusan upays hukum kepads Jaksa
memmm

eksekusi;
memmlymmmmw
kekuatan hukum tatap,
Teriaksananya penyarahan berkas perkara yang sudah barkekuatan
hukum tetap kepada panitera muda hukum
unsan tata usaha kepaniteraan; dan

!

Teraksananya fungsi lain yang diberkan olsh Panitera

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua

Pengadilan;

d) Jumleh penerimaan kembali berkas perkara yang sudah
diputus dan diminutasi;

e) Jumlah pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada
para pihak yang tidak hadir;

f) Jumiah penyampaian pemberitahuan putusan tingkat
banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para

pihak;

9) Jumiah penerimaan dan pengiiman berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kambali;

h) Jumlah pengawasan terhadap pemberitahuan sl putusan
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan reles
penyerahan isi putusan kepada Pengadian Tinggl dan
Mahkamah Agung;

i) Jumlsh penerimaan konsinyasi;

1) Jumlah penerimaan permohonan eksekusi;

k) Jumlah penyimpanan beckas perkara yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap;

1) Jumiah penyerahan berkas perkara yang sudah
berkekustan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

m) Jumiah Utusan tata usaha kepaniteragn; dan

n) Jumiah fungsilain yang diberikan olah Panttera

a) Jumiah dan pensl lengiap
perkara pidana;

b) mmammmu

¢ Jumiah alan dan
umwmummm

d) memnymgwhdmmum
kepada Ketua Majelis Hakim berdasark
Malelis Hakim darl Ketus Pengadilan

e) JUMU' penghitungan, WHWWMIM penetapan

g dan panangguhan
pomhlnnn
f) Jumiah #in penggel dan jin
penyitaan dari penyidik.

g) Jumlah penenimaan kembali barkas perkara yang sudah diputus
dan diminutasi;

h) Jumlah pembentahuan isi putusan tingkat pertama kepada para
phak yang tidak hadir;

1) Jumiah penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding,
kasasi dan peninjauan kemball kepada para pihak;

) Jumlm penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang

9, kasasi dan peninjauan kembali;

] mmmmnmmwmum
hukum kepada para pihak dan menyampalkan relas penyerahan
Isi putusan kepada pengadilan tinggi dan Mankamah Agung

) Jumlah Isi putusan upaya hukum kepada Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

m) Jumlah penerimaan permohonan eksekusi;

n) Jumlah penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyal
kekuatan hukum tetap;

0) Jumlah penyerahan berkas perkara yang sudah barkskuatan
hukum fetap kepada Panitera Muda Hukum;

p) Jumlah urusan tata usaha kepaniteraan; dan

q) Jumiah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

e e ——— ——————— — — — — —— — — — — — — —
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b)
¢

)

)

Juriah ksaan dsn gkapan berkas parkars
khusus,

Jumish regisirasi perkara khusus;

Jumiah dan

kepada termohon;

Jumiah distribusi percara yang tefah diregsster untuk diteruskan kepada
Ketua Maielis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis

Hakim can Ketua Pengadian;

Jumigh dan peng

perpanjangan panahanan dan penangguhen penahanan;

Jumigh penerimaan permohonan fjin pengpefecahan dan fin penyitasn
dari penyidik;

Jumiah penyi hakim pengawas datam parkara
kepailitan;

Jumiah panenmaan kemball berkas perkara yang sudeh diputus dan

diminutasi;

Jumish pemberitahuan is) putusan tingkat pertama kepada para plhak
yang tidak hadir;

Jumiah penyampatan pemberitabuan putussn tingkat banding, kasas!

dan peninjauan kembaki kepada para pihak;

Jumish penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan paninauan kembali,

Jumiah pengawasan terhadap pemberkahuan isi putusan upaya hukum
kepada para plhak dan menyampaikan relas penysrahan isi putusan

Jumizh penyarahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum
tetep kepada Panitera Muda Hukum;

Jumiah urusan tala usaha kepaniteraan; dan

Jumiah fungsi iain yang dibenkan oleh Panitera.

T — —— — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — —
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c.Tedaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. Tedaksananys penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

oTerlllunmyl kerja sama dongln NﬂpDamh umt penitipan berkas
perkara, ) yajan bahan-bahan
yang berkaitan dengan ulmpum mu

1. Jumiah penghipunan pengaduan dar masyarakat: dan

g.Jumiah fugnsi lain yang diberikan oieh Panitera

c.Tedaksananya penyusunan berita acara persidangan;

d.Terdaksananya penyaluan berkas perkara secara kronologis/erurutan;

e Terdaksananya penyimpanan berkas perkara;

1, Tedaksananya perkara diputus dan diminutasi; dan

g.Terlaksananya penyampaian berkas perkara yang lelah diminutasi
kepada Panitera Muda sesual dengan Jenis perkara, untuk diteruskan
kepada Panilera Muda Hukum

.
o
N
N\
Melaksanakan Pemberian Dukungan di
e bidang teknis, administrasi perkara,
dan persidangan
+ —
a.Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; a.Terlak yelenggaraan persidang: a.Teraksananya pemangglian kepada para pehak;
b.Teraksananya penyajian statistik perkara; b. TGM-IMYI pencatatan proses persidangan; b.Terlaksananya pemberitahuan sita dan eksekusi

pada para pihak:

c.Terdaksananya persiapan sita dan eksekusi,

d.Terdaksananya sita dan sksekusi dan penyusunan
berita acara; dan

a.Terlaksananya penyarahan berita acara sita dan
eksekusi pada para pihak terkalt

8) Jumiah pengumpulan, pengelolean dan penyajian data perkara;

b) Jumiah penyajian statistik perkars;

c) Jumiah penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d) Jumiah penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

8) Jumiah kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
pelaksanaan penylapan, pengelotaan dan penyajian bahan-bahan yang
berkaltan dengan transparansi perkara;

f) Jumiah penghimpunan pengaduan dan masyarakat; dan

) Jumiah fungsi lain yang dibenkan oleh Panitera

a) Jumlah persi I idang
b) Md\pomnmpmmngm
©) Jumiah p berlta acara p

d) mwmmmmwmm

&) Jumlah penyimpanan berkas perkara sampal dengan;

f) Jumlah perkara diputus dan diminutasi, dan

@) Jumlah penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada
Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan
kepada Panitera Muda Hukum,

a) Jumish pemanggilan kepada para pihak;

b) Jumish pemberitahuan sita dan eksekusi;

¢) Jumizh persiapan sita dan eksekusi;
acara; dan

pada para pihak terkad

d) Jumiah sita dan eksekusi dan penyusunan berita

@) Jumlah panyerahan berita acara sita dan eksekusi

pempEnEE N et

Melaksanakan Pemberian Dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya |

manusia, serta sarana dan prasarana

a.Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan, program dan
anggaran;

b.Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi, dan statistik; dan

c.Terdaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta
pelaporan

a.Terlaksananya penylapan bahan pelaksanaan urusan
kepegawaian;
b.Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana.

—

aTerlaksananya penyiepan pelaksanaan urusan surat menyurat,

arsip dan perpustakaan;

b.Teraksananya pedengkapan rumah tangga, dan keamanan;
c.Terlaksananya keprotokotan dan h
d.Terlaksananya pengeioiaan keuangan,

a) Tadaksamya penyiapan bahan pelaksanaan, program dan

b) mmmyammummmmmm
¢} Terdaksananya pemantauan

3) Tedaksananya g
kepegawaian,
b) Tedaksananya penatasn organisasi dan tata laksana

bahan pel urusan

a) Teraksananya penylapan pelaksanaan urusan surat
menyurat, arsip dan perpustakaan;

b) Teraksananya perengkapan rumah tangga, dan keamanan;

c) Teraksananya keprotokolan dan hubungan masyarakat,
d) Terlaksananya pengelolaan keuangan.




=g, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
%2 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
& PENGADILAN TINGGI MEDAN

a2/ PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
- Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi
Sumatera Utara. www.pn-sidikalang.go.id, info@pn-sidikalang.goe.id

Nomor . %5 |KPN/UND.KP3.4.2/1/2024 Sidikalang, 9 Januari 2024

Sifat : Terbatas

Lampiran -1 Lembar

Hal : Undangan Rapat Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Iinstansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri
Sidikalang

Yth. Para pejabat pada daftar terlampir.
di — Tempat

Bersama ini kami mengundang bapak/ibu untuk menghadiri Rapat Penyusunan
Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada
Pengadilan Negeri Sidikalang, yang akan dilakanakan pada :

haritanggal : Rabu /10 Januari 2024

waktu  10.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang Sidang Cakra
acara : Rapat Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Sidikalang

Mengingat pentingnya sosialisasi tersebut, diharapkan bapak/ibu hadir tepat
waktu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Pengagilan Ne_geri Sidikalang

Monita Foneisty Br. Sitorus

Tembusan :
Arsip.
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Lampiran Surat Undangan

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
Nomor : 263 KPN/UND.KP3.4.2/1/2024
Tanggal : 9 Januari 2024

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

Wakil Ketua

Panitera

Sekretaris

Para Panitera Muda
Para Kepala Sub Bagian

Ketua Per;g“adillan‘,_Nggeri Sidikalang

Monita Honeisty Br. Sitorus
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g PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG
N Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi
Sumatera Utara. www.pn-sidikalang.go.id, infow pn-sidikalang go.id
DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal |: Rabu, 10 Januari 2024

Tempat : Ruang Sidang Cakra -

Keterangan : Rapat Penyusun Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
:' \ PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIDIKALANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 133 Sidikalang, Kab. Dairi
Sumatera Utara. www.pn-sidikalang.go.id, infoapn-sidikalang.go.id

A qAROAD
LIV

NOTULA

Dasar : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023
tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan
Surat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 10 Januari 2024 tentang
Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2023

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Januari 2024
Pukul  :10:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Cakra

Acara : Rapat Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Tahun 2023

. Wakil Ketua
. Panitera

Peserta Rapat

. Sekretaris

. Para Hakim

. Para Panmud

. Para Ka. Sub. Bag.
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Jalannya Rapat :

- Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang.

- Agar Surat Keputusan yang berhubungan dengan Penyusunan SAKIP Tahun 2023
agar ditinjau ulang dan diperbaharui;

- Tim yang ditunjuk dalam Surat Keputusan agar bekerja sama dalam hal
penyusunan SAKIP Tahun 2023;

- Membahas mengenai Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang selama tahun
2023 yang disusun berdasarkan dari target Rencana Kerja dan IKU yang telah
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disusun pada awal tahun 2023 serta kendala dan segala upaya yang telah dicapai,
capaian hasil kinerja tahun 2023 menjadi acuan indikator kinerja yang acuan untuk
target di tahun 2024;

- Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya dan dilanjutkan dengan
penyesuaian target dan indikator yang telah disusun dan rapat penyusunan
dokumen perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana
Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK]IP) untuk tahun 2023;

- Agar meningkatkan Capian Kinerja Pengadilan Negeri Sidikalang untuk Tahun
2024,

- Kasubbag PTIP agar segera meminta data ke bagian-bagian terkait tentang
penyusunan SAKIP Tahun 2023;

- Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang mengharapkan kerja sama dan koordinasi
antar bagian dalam rangka permintaan data bulanan dan laporan tahunan untuk
pengelolaan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP).

Mengetahui,
Notulis, Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang
Yous? s
Anita Theresia Nababan Monita Honeisty Br. Sitorus

NIP. 197704182001122001




FOTO RAPAT PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2023
RABU, 10 JANUARI 2024




